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Abstract

In a banking system, the people s trust is the soul for banking industry. With LPS
{Lembaga Penjamin Simponan/Deposit Guarantee Institution), the trust of the customers
foward banking inchustry is move increasing and if will create a sirong banking system. LPS
is the continued of the guarantee program through the blanket guarantee that is similar with
the United State s Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

The function and the role of LPS are increasingly important to guarantee the customer 5
Sfiumd aof the liguidated banks. Since March, 22, 2007, LPS has limited the amount of customer &
gvaranteed deposit are maximum of (DR [0 million, With the regulation, there are many
cusiomers removing their funds to the non bank investation. Moreover, the customers are more
carefid to choose a bank that may give safety to the funds. it is expected that the existence of
LPS is wseful to maintain the stability of banking system, and also to increase the national
EConomic growih..

Karta knenci : penfaminan simpanan, sisiem perbankan

A. Pendabuluan stabilitas sistem perbankan yang sehat dan
Bank merupakam lembaga kepercayasn  kuat adalah dengan memberikan jaminzn
yang memiliki fungsi fwfermediory.! Ke- vyang memadai bapi kepentingan nasabah
percayaan yang dibernkan olech masyarakat  penyimpan, apabila bank tempat nasabah
ini penting dan merupakan modal awal menyimpan dananya itu mengalami gagal
bagi bank untuk menjapa stabilitas sistem  bayar?
perbankan serta pertumbuhan ekonomi nasi- Carut marut perbankan nasional meng-
onal guna meminimalkan terjadinya masalah  alami puncaknya, ketika pemerintah (Ide-
yung menimpa bank itw sendin {misalnyater- partemen Keuangan) pada | MNopember
jadi rush atau menuju pada kebangkrstan).? 1997 dan atas desakan IMF, terpaksa harus
Salah satu upaya untuk mempertahankan  mengumumkan 16 bank umum bermasalah
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o Fulkaenain Swompul, 2005, Proeblemetiker Perbankon, Book Terrace & Libeary, Bandung, him. 311 - 312
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untuk dicabut izin usahanya! Kepulusan
pencabulan izin usaha bank bermasalah
tersebutl disampaiksn melalui Pengumuman
Menleri Keuangan No. Peng. 86/ KME/1997
tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum
sebagai tindak kanjul atas pelaksanaan Pasal
37 Undang Undang Mo, 7 Tahun 1992 1en-
tang Perbankan serta Peraturan Pemerintah
No. 68 Tahun 1996 leniang Ketentuan dan
Tatacara Pencabutan lzin Usaha, Pembu-
baran dan Likwidasi Bank *

Sejak terjadinya hkuidasi ke-16 bank
rersebut, kepercavaan masyarakat terhadap
industri perbankan menjadi berkusang, kare-
na mereka khawatir akan terjadinya tindakan
likuidasi tahap berikumya. Kekhawatiran
tersebut terbukti dengan lerjadinya rush®

yang menumpa beberapa bank yang tidak ter-
kena likuidasi. Bank yang mengalami rush
merupakan bank vang kondist kesehatanmya
memburuk, sehingga pemerintah melakukan
tindakan pembekuan kegiatan usaha’ pada
38 { tiga puluh) bank vang kondisi kesehat-
annya bermasalah.

Pada 26 Januari 1998 pemerntah
menerbitkan Keputusan Presiden No, 26 Ta-
hun 199% tentang Jarninan Terhadap Kewa-
jiban Pembayaran Bank Umum. Keputusan
Presiden ini diterbitkan sebagai instrumen
untuk meredam laju terjadinya ruxk yang di-
lakukan oleh nasabah penyimpan dana pada
bank-bank umum yang sedang bermasalah,
termasuk gangguan terhadap kondisi ke-
sehatan bank®,

Paket Program IMF tersebut salah satunya berisi tentang penyehatan soroktur perbankan di tanah air.

Ke-16 bank yang Jicabut izin usahanya masing-masing diputuskan melalwl SK. Menkeo Moo 524-539KME.
0171997, yakni &ntara lain PT. Bank Pinacsaan, PT. Bank Indostd, PT Bank Anrico Bank Lid., PT. Bank
Astria Rayu, PT, Bank Andromeds, PT. Bank Harapan Scntosa, PT. Bank Sejahicra Umum, PT. Bank Umum
Wojopahit Jaya, PT Bank Guns Tntermasicnal, PT. Bank Jakarta, PT, Bank Kosagmaha Sermnests, PT. Bank
Matarar Dhanarta, PT. South East Asia Bank {SEARB), PT. Baak Pacific, PT Bank Dwipa Scmesta dan PT Bank.
Cites Hastadana Manunggal. Lihat L. Budi Kagramanto, “Preblenarika Mk Perbanfon Pasca Likuidasi ™,
Jurnal Timigh “YURITTKA™ Faluites Hukurn UNAIR, Surabaya, No. 1 & 2 Tahun X101, Januari — Apatl 1998,
Wlm. 47, Penksa pula Munir Fuady, 1999, Hubwm Perbankan Modern (Berdiasarkan U0 No, 10 Tahue [ 998),
Citra Aditva Bakti, Bandung, hlm. 83-86.

Rush mempakan tndakan massal yang mengarah pada sentimen psikologis don 2esaat yang dilakakan olch
nasabah penyimpan dana untuk mengambil'menarik danenya secara tha-tba‘mendadak, baik setagian mawpun
keseluruhurmya pada bank dimuna dia menvimpan dananya, karens merasa khawatir akan kehilangan dana/vang
vang disimpan pada bank fersebut. akibat tegadinys likuidas: alau karcna pengaruh ieradinya likudasi pada
bank lain fdortino effecs). Masabah pamik karena tidak dibekali dengan mformasi yang cukup memadal dan
terinei berkaitan dengan kualitas bank yang bersanghutan. Raosh dapat menyebabkan bank schesar Continensal
Hiimgis Bank runtuh dalam hitungan han, Oleh karensnys hank mempunyai 2 {dus) ristke, yaity dratoal rmoms
wed sistemic risk. Periksa : Detlew F. Vagis, 1989 Basic Corparation Law Materials-Cases Tiexr, The Foundation
Press Ine., New York, hlm. 212

Gubernuwr BI waktu e (], Socdradiat Djiwandono) teiah berjanii untuk odak melakukan likuidissi bank tahap
ke-2, Hal tersebui Lelah pula disampaikan pada pers, bubwa tidak skan terjadi kembali undukin likuidasi pelom-
bang ke-2. namun kondisi wwrsebut pada akhimya tidisk dapat diperiwhankan., schingea tndakan terschut berubah
menjadi tindakan pembekuan tethadap kegiatan usaha bank yang mengalami masalah, Dalam prokick tindakan
pembekuan terbadap kegiatan Bank dan likuadssi hank ctap berpengaruh bagi para nasabah penyimpan dana
pada bank-bank torsebur. Periksa - Sutan Remmy Sishdeini, “Pewfaminan Simpona Nasabah olch Lembaga
Fenjanmin Simpanmn ", Makalah Seminar Masiona] “Lembuga Penjamin Simpanan Schagal Wahana Perlindungan
Dana Simpanan Masabah™, Fakultas Hukun UNAIR, Surabaya, | Juli 2006, hlm. | dan 2.

Keppres Me. 26 Tahun 1998 tersebut terbit Ichih dahulu 26 January 1998), schelum putusan tindakan pem-
bekuan terhedap kegiatan bank diwmumkan oich Bl pada /3 Marer 1999, Hal ini dimaksed untuk meredam
gejclak kepercayaan masvarakat terbadap bank umum yang semakin menurun. Sotan Remmy Sjahdein, (e
him. 1.
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Mengingat bank mengalami masalah
{dilikuidasi), seluruh  kewajiban
pembayaran yang semestinya dilaksanakan
oleh bank umum, untuk sementara diambil
alih pemerintah, dan program penjaminan
ini discbut peojaminan  melalui  Marker
guaraniee. Dalam petjalanannya temyata
Keputusan Presiden Mo. 26 Tahun 998
tersebut kurang membenkan kekuatan hu-
kum yang pasti, sehingga pemerintah ter-
paksa menghentikan skema penjaminan me-
lalui dlanket puarantee, dan diganti dengan
sistem penjaminan terbatas vang diselengga-
rakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan
(LPS) Selanjutnya sejak 22 Meret 2007
diterbitkan ketentuan mengenai pembatasan
jumnlah simpanan dana nasabah di bank yang
dijamin cleh LPS, paling banyak scbesar
Rp. 106.000.000,-(seratus juta rupiah). Ber-
dasarkan uraian di atas, wlisan ini mencoba
mengupas dua persoalan. Pertama, apakah
kepercayaan yang diberikan oleh masyara-
kat pada bank merupakan sg.;ﬂrat mutlak agar
pelaksanaan penjaminan simpanan oleh LPS
dapat berjalan dengan baik 7 Kedua, apa
akibat diberlakukannya pembatasan jumlah

maka

simpanan dana nasabah maksimal sebesar
Rp. [00.000.000,- oleh LPS ?

B. Hubungan Bank dan Nasabah Pe-
nyimpan Dana

Hubungan antara bank dan nasabahnya
dapat dilihat dalam berbagai macam kate-
gori yang muncul justru apabila terdapat
perselisihan kepentingan antara bank dengan
51 nasabah yang membutuhkan penyelesaian
yuridis serta memuaskan para pihak vang
berselizih.'® Hubunpan bank dan nasabah
mengandung tiga prinsip yang saling berkait
saty sama lain, yaitu hubungan kepercayaan,
kerahasiaan, serta kehati-hatian,

1. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary

Relation)

Kepercayaan merupakan modal utama
bagi bank untuk aktivitas usahanya." Bank
hanya dapat melakukan akilivitas dan me-
ngembanghan usabanya apabila masyarakat
menaruh kepercayaan denpan menyimpan
surplus dananya pada berbagai produk yang
ditawarkan oleh bank tersebut. Tanpa keper-
cayaan, dan sedikit saja kepercayaan dari
masyarakal itu berkurang atau hilang, bank

*  LPS merupakan pencerminan  pelaksanaan Pasal 37 (hurof B) UL Mo, T Tabun 1992 jo UL Mo, 10 Tahun

1998 entang Perbankan yang menycbutken, bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat pada hank
yang bersang kotan dan untuk keperluan tersebut periu dibeniuk LPS. Sedanghkan dalam UL Perbankan memang
sudah ditentukan, babwa pembeniukan LIPS akan diatur lebih Janjut dengan PP, namun kenyaloannys LES distur
berdasarkan UT! Mo, 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanen. fbid, hlm. 2

Hubungan bank dengan nasabahnya tidak dapat distandarkan dalum bentuk peraturan perundang-perundangan,
1api hanya dapat diperolch dari berbagei pubwsan bakim. Di beberapa negar, seperti Tnggris dan Amerika Serikat
hubungan scmacam ini tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah ditctapkan melalui undang-undang maspun
vunsprudensi. Alan L, Tyrce, Boaking Low in Austealia, 1990, Buticrworths, Sydney, him. 16. D1 Indonesia ada
yurispridensi mengenai hubungan bank dengan nasabahoys, yaitu ketika terjadi perkara deposiie antara nasabah
Budizantosn vs Bank Porkembangan Asiu {Bank Surabaya Putra), melalui Putmean MA BRI ronggal 27 Nopember
TO8T No, 3139 KiPdy [ 044 (sumber : Varia Peradilan Mo, 13, Jupi 1988, dilengkapi dengan anotasi Al Becdi-
arto, SH.).

Kctentuan mengenai hubungan kepereayaan (fiducion: refationy dikatakun oleh Opilvie schagai berikut @ “The
hawker and customer relationship s no longer simply ome of dehitor and oreditor: I the pase three decades e
courts, stowly but stedily hove found that e speciol cirrumtences banks are sebfect o addidonal higher duties
im tort ar ax o fdwciare over oeed abme thelr contragiuo duties, whetfer derived frm an express contract o the
conmen i '
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akan mengalami kelumpuhan dalam ber-
aktivitas.'* Sebaliknya, apabila bank mam-
pu memegang serta mengelola kepercayaan
yang diberikan oleh masvarakal, maka bank
akan mampu pula memobilisasi penempat-
an dana pihak ketiga (masyarakat), dan akan
disalurkan melalui mekanisme pinjaman
kredit kepada masyarakat yang membutuh-
kan. Oleh karena itu, kepercayaan masyara-
kat terhadap bank harus dijaga dan dipeli-
hara dengan baik oleh bank. Kepercayaan
masyarakal menjadi senjata ampuh wniuk
menjadikan sebuah bank vang schat dan
kuat, atau sebaliknya, sebuah bank vang ra-
puh dan berpotensi menuju kebangkrutan

Daasar hubungan hukum antara bank dan
nasabahnya memipakan hubungan kontrak-
tual (berdasarkan pada perjanjian). Hubung-
an kontraktual ini terjadi pada saat nasabah
menjalin hubungan hukum dengan pihak
bank. Misaloya dalam hal nasababh membu-

ka rekening tabungan, deposito serta produk

pinjaman kredit bank dan sebagainya',

Holden berpendapat, bahwa hubungan
kontraktual antsra bank dan nasabahnya
merupakan suatu hubuogan yang berasal
dan suatu kebiasaan yang berlaku dalam
bidang perbankan dan bersifat kumplélcs.
Kebiasaan dalam bidang perbanksn pada
akhimya diadopsi oleh pihak pengadilan
dan selanjutnya diterapkan sebagai pedo-
man untuk memeriksa dan mernutus perkara
hubungan kontraktual antara bank dengan
nasabah.”* Di Inggris hubungan kontrak-
tual antara bank dengan nasabah penyimpan
dana telah ditvanpgkan dalam yurisprudensi,
terutama dalam perkara Foley ve Hill (1948)
9E.R. 1002, kemudian dipertegas lagi dalam
perkara antara Joachimson vy Swiss Bank
Corporation (1921) 3 K.B. 110,
2. Hubungan Kerahasiaan (Confiden-

tional Relation)

Hubungan kerahasiaan ini penting da-
lam rangka melindungi kepentingan bank,

Disumping sebagai sandaran kepercayasn dari masyarakat, bank juga menempati posisi khuses schagai tem-
pat yang aman. Edward L. Syiods, Je, “The Bank-Customer Relation | Part | The Relevance of Contract
Docrrine ", Banking Law Joumal, 5t. Pavl-Minnesota, | 984 hlm. 224, Penksa pula | Zulkomam Sitompul, ifid.,
him. 2.

Terpelibaranya tingkat kepercayaan masvarakat terhadap bank. selain berganming pads keahlian pengurus dan
pengelolanyva, juga berganteng pada integitas mercka. Oleh kurena itu Bank lndonesia (B1) wclah mengeliuarkan
ketentuan mengenai kriteria perbuatan tercela dalam bidang perbankan, Bugl orung-vrang vang pemah melaku-
kan pelenggeran perbanken, maka dia‘mercka dilarang untuk menjadi pemegang saham atan pengunis bank,
Hubungan hukum bank dengen nosabah berdasarkan hubungan kontrakiual ini dalam konsep BW tidak ter-
missuk sebapal “hemoemde comtracren”, karene dalam BW tidak diketermukan pengaturan konrakiperjanjian
semecam ing, BW (Bulku [TI) hanya mengatur bentuk-benmk pegangian lerteniu, sepertt peranjian jual-bol, soea
menycews, pemberian kuasa dan schagainya, Bentuk-hentuk perjaniian yang sudah disebutkan dalam BW terma-
suk schagai “henpemde contracter . Ada pula yang mcnyvebutkan, bahwa hubungan kontrakmual antara hank
dengan nosabah sebagn kentrak campuran yeng mengandong ciri khas tertentu, yaitu adanys *perjanjian pembe-
riam kuzsalastgeving | Pasal 1792 BW), dan juga schars bentuk perjanjiam penttipan barane” [ Pasal 1694 BwY,
dam bahkan untuk schagian terbesar muncul schagai porforiion gigfom meminiam (dalum Posal 1754 BW dstp
serta ada yang menychut schagai perfantion unduk melakukan pekerfaon atame memberskon fasa-fasa lerlenti
{Pasal 1601 BW). Marulak Pardede, fhid, him, 17 dan 18

1. Milnes Holden, “The Law and Praciice of Benbing ", 1982, Vol. |, The English Book Socicty and Pitman,
him. 2%. Periksa pela : Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank dan Nasehok Terkodap Produfk
Tabungan dan Deposite : Swam Tinjovan Hukum Terkadap Perlindungan Deposan df Inguresia, Citra Aditya
Bakti. Bandung. hlm._ 34

" Ronny Sautma Hotma Buko, fBid.
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dimana masyarakat menyimnpan dananya di
bank tersebut. Pihak bank mempunya ke-
wajihan merahasiakan urusan nasabahnya
yang diatur sebagai kewajiban secara fer-
sirat (implied dwty), karena kewajiban mi
tidak diatur secara tegas dalam kontrak
antara bank dengan nasabah.'

Kewajiban bank untuk merahasiakan
semua informasi rekening simpanan na-
sabah tersebut permmah menjadi persoalan ke-
tika perkara Tournier vs National Provincial
Bank" muncul pada 1924. Perkara tersebut
diswali dengan gugatan pengpugal, yaitu
nasabah bank (tergugat’ kantor cabang bank:
Moorgate Street Branch). Rekening peng-
gugat di bank itu mengalami saldo negatif
sebesar 9 Poundsterling. Kemudian bank
mendesak nasabahnya untuk membayar, dan
nasabah sepakat untuk membayar kekurang-
an tersebut dengan cara mengangsur sebesar
| Poundsieriing per minggu. Setelah tiga
kali anpsuran, ternyats nasabah menerima
kiriman pembayaran dan nasabah/orang lain
berupa cek sebesar 45 Poundvierling, tetapi
kinman uang tersebut tidak dimasukkan
ke dalam Kemudian cek
ter-sebul ditagihkan melalui London Ciny
and Midland Bank untuk rekening sebuah
casine (untuk gamblar/judi). Mr. Fennel (s

rekeningnya.

piuntpinan bank) jengkel, kemudian mene-

lepon majikan si nasabahnya untuk meminta
alamat rumehnya. Dalam pembicaraan me-
lalui telpon diceritakan, bahwa si nasabah
{penggugal) mempunyai utang di bank dan
ketika menerima cek dar orang lain, ternya-
ta dananya tidak disetorkan ke rekeningnya
{rekening Mr. Fennel), tetapi justru dialihkan
ke rekening lain (ke casino). Akibat informa-
s1 yang diberikan oleh Mr. Fennel, akhirnya
penggugat diberhentikan dari pekerjaannya.
Penggugat bersikeras untuk menggugat
bank, dengan alasan bank telah memfitnah
dan mencemarkan nama baiknya, sehingpa
pengeugal dipecat darl peketjaannya. Bank
dianggap tidak memenuhi kewajibannya
dalam menjaga kerahasiaan (slander and
breach of duty of confidentiality). Pulusan
akhir menyatakan, bahwa hak nasabah un-
tuk tetap dijaga kerahasiaan informasinya
oleh bank merupakan sesuatu yang sah dan
mutlak.

Hubungan kerahasisan di Indonesia
sudah diatur dalam UU Perbankan sebagai
ketentuan pidana.'” Bahkan ada pendapat,
bhahwa kerahasiaan bank merupakan jiwa
dan sistem perbankan yang didasarkan pada
kelaziman dalam praktek perbankan, yang
tercermin dalam setiap perjanjian/kontrak
antara bank dengan nasabah, peraturan ter-
tulis dari pemerintah, dalam setiap akte

Kewajiban merahasiakan urusan nasabah merupakan kewajiban yang bersifat keperdataan sena tidak ter-

batas pada enformest mengenal kesdaan rekening nasabah. tetapt mengenai semua informas: yang berasal dan

rekening nasabah.

Kasus ferscbut menjadi acusm wlama dalam sistemn conmmeon faw yang scoare jolas menunjukkan, bahwa hak

dari nasabab selalu dilindungs oleh hukum Bentuk peratunon intem bank dapat berupa peratuean perusahaan
fecerrrgeny repTiariond atay pernyataan nasabah vang dibert nama " Profersional Secrecy ™

" Jika i Ingpris. ketentuan mengenai hubungan kerahasisan ini diatur schapai kewajiban perdata. Perkara
yang berkaitan dengan hubungan kerahasiaan di [ndonesia muncu] ketika ada scorang nassbuh Bank Panin
cabang Surabaya mwnggugat pmpinan Baok Panin Surabaya, karcna bank terscbut telah membocorkan
rahasia nasabah seda melangear kelcotuan Pasat 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbanken. " Redrsia
Cilean Bowor ™, Tempu, 2 Jamsri 1993, him 89, Periksa pola © Ronny Sawtma loma Bake, Op.Cir. hlm, 47,
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pendinan bank, peraturan intern bank maw-

pun dalam undang-undang. ™

3. Hubengan Kehati-hatian (Proden-
tial Relation).

Hubungan kehati-hatian antara bank
dan nasabahnya merupakan suatu implikasi,
baik langsung maupun tidak langsung, dari
tumbuh kembangnya aktivitas perbankan
di Indonesia. Indusin perbankan saal ini
tumbuh pesat akibat pengaruh plobalisasi
perdagangan dunia serta iklim usaha yang
semakin kompetitif. Semakin kompetitifnya
industri perbankan di tanah air, pada gilir-
annya kegiatan usaha di bidang perbankan
semakin banyak menghadapi nisike bonggl.
Untuk mengurangi risiko tersebut diperlu-
kan seperangkat ketentuan yang berkaitan
dengan prinsip kehati-hatian bank. Prinsip
kehati-hatian bank tdak dapat dipisahkan
denpan kewajiban bank dalam menjaga
stabilitas serta memelihara kesehatan bank,
Bank wyang sehat dan kuat denmgan tetap
mengedepankan prinsip kehati-hatian terse-
but harus dapat dilaksanakan dengan baik
sesuai ketentuan UL Perbankan !

C. Fungsi Lembaga Penjaminan Sim-
panan Dalam Sistem Perbankan
Dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang

No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Pen-

Jaminan Simpanan (LPS) diseburkan, bahwa

tujuan pembentukan LPS adalah untuk men-

jamin simpanan dans nasabah pada suatu

bank. Dalam melaksanakan fungsinya terse-
but, LPS dibebani tugas untuk merumuskan
dan menetapkan kebijakan  pelaksanaan
penjaminan simpanan serla melaksanakan
penjaminan simpanan, LPS juga mempu-
nyai tugas merumuskan dan menetapkan ke-
hijakan dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas s1stem perbankan, melaksanakan
penyelesaian bank gagal yang tidak berdam-
pak sistemik dan yang berdampak sistemik.

Disamping fungsi dan tugas vang telah
diamanatkan oleh undang-undang, LPS juga
mempunya beberapa wewenang, Merfarma,
menetapkan serta memungut premi penja-
minan, kontribusi pada saatl bank perla-
ma kali menjadi peserta, Kedwa, menge-
lola kekayaan dan kewajiban LPS. Keriga,
mendapatkan data simpanan nasabah, data
kesehatan bank, laporan keuangan bank.
Keempat, melakukan rekonsiliasi, verifika-
si serta konfirmasi atas data bank. Kelima,
menetapkan syaral, lata cdra serta ketentuan
pembayaran klaim pada nasabah. Keewam,
melakukan penyuluhan pada bank dan ma-
syarakat tentang LIPS, Ketujulk, menjatubkan
sanksi administrasi.™

I¥. Pengaturan Lembaga Penjamianan
Simpanan di Amerika Serikat
Di Amerika Serkat dikenal adanva
Lembaga Penjamin Simpanan {LPS} yang
memakal 1stilah sistern asuranst slmpanan
serta  diselenggarakan oleh suatu  badan

A Rumusan terscbut teedapal dulam Pasal 2 PERPU Mo, 371960 tentong Rohasia Bank, Mesal 36 UL Mo, 141967
tentung Pokok-pokok Perbankan. Pasal 40 UL Mo, #1992 g0, UL Koo 1001998 tentang Perbankan. Scmua

undang-undang perbarkan tersebut menggunskan rimusan

“kedazloar delant dusiic perbankan”, arinya

hahwa kelaziman merepakan dasar vang koat dari kewsgiban bank wniak merahasizkan keteeangansidentitas
nasabahnya. Bandingkan dengan | Hans-lochen Luce, 1997, Sanking Secrecy in Germary, Comparative Law

Yearbook of International Busincss, Wal. 1, hlm, 213,

Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Passl 2, Pasal 29 ayat (3 dan 4) UL No. 10 Tahan | 998 tenlang Pemabahan

Adag UL Mo 7 Tahun 1992 tenteng Perbankan.

Periksa Pasal G ayat (1) UL No. 24 Tahun 2004 tontang LPS.
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vang terpisah dari bank sentral, dengan
nama Federal Deposit fnsurance Corpora-
fon (FIMNC).Y Sistem asuransi simpanan di
Amerika Serikat merupakan sistem tertua
dan telah dijadikan semacam mode] pem-
bentukan sistem asuransi simpanan bagi
negara lainoya. Sistem asuransi simpanan
tersebut terbentuk ketika pada 1930.an ter-
jadi krisis pada sistem perbankan nasional
di Amerika yang mengakibatkan lebih dan
2000 bank mengalami kerugian dan kebang-
krutan®™.

Pembentukan FDIC terbukti berha-
sil mengembalikan kepercayaan masyara-
kat pada sistem perbankan. Disamping itu
sistem  yang diterapkan jupa membantu
untuk mencegah bank bermasalah menjadi
panic bank, dan akhimya pada era 1980-an
sistem yang ada dijadikan simbol bagi ma-
syvarakat sebagai alat (kalrol) untuk mem-
bangkitkan kepercayaan masyarakat/publik
pada sistem perbankan.

FDIC didirikan denpao tujuan untuk

menghentikan tekanan lebih luas dan men-
dalam pada sistem perbankan. Selain itu un-
tuk mengaktifkan kembali pemberian kredit
dalam segala sektor melalui perbakan, untuk
melindungi  kepentingan dan  keberadaan
bank-bank dalam skala kecil menengah,
serta meningkatkan efekitifitas  kebijkan
moneter pada bank sentral ™

Pada awal berdicinya FDIC pada 1 Ja-
nuan 1934 yang pengaturamnya dituangkan
dalam Banking Act 1933, FDIC mewajib-
kan National Banks and State Bank anggota
FRE untuk ikut serta dalam sistemn asuransi
simpanan. Untuk menjadi peserta dalam
sistem asuransi simpanan tersebut sebuah
bank harus memenuhi kriteria high sran-
dard of safety and soundness berdasar pada
bank practices, Dengan demikian sebelum
diterima menjadi anggola penjaminan sim-
panan, maka bank tersebut harus diperiksa
terlebih dahulu oleh FDIC dan pengawasan
selanjutnya dilakukan oleh otoritas peng-
awas kegiatan bank.™

Sistern penjaminan simpanan i Theiland berbeds denpan di Amerika, di zana (Thailand) mencrapkan sysicm
perhaniuun kepada bank bermasalah melalus dena yang dikumpulkan oleh perbenkan (poofing fmd), dan konscp
ini dikembungkan utas doasar adanys dana smpga (tanding fiesd) vamg divsabakan jumlah dang minmumnya
adalzh schesar prosentase lertenha dari keselwtuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Zulkarmam Sitompul, fhéd, him. 11 dan 12, Kekhawatiun mesyarakat dengan berditinys lembagaasuransi
simpanun adalab sikap moral fmeval Aazard) bank-bank peserta asuransi simpanan yanp scapkali melempar
tanggung jaweb bank atas kewajitaooya terhadap simpanan nasebah kepada lembaga asuransi simpanan,
padahal belum lentu bank vang bersanghkwian mengalami masatah dengan keschatannya. Berdicinya FDIC diikosti
pule olch lnggris, Kanoda, Jerman, Prancis, lalia, Spamyol, Portugis untuk mendirikan lombags asuranst
simpanan nasabah. Periksa pula @ Marlak Pardede, “Ferspektil Perlimdurgean Hukum @ Sinpanan Dana
Newabah Pade Bank”, Turnal Hukum Bisnis, volume 11, Jakarta, 2000 hlm. 51& 55.

Helen A, Ganen, 199, A Political Analysis of Sank Failuee Resolution. Boston University Law Bevicw, May
19494, him. 429, Penerepon skim asuransi simpanan melalui FOTC telab berhasil mengurangi jumlaly buok yang
bunglorut dan hingga saal ini keberadasn lembaga tersebut telah menjadi besar, Setiap simpanan nasabah hingga
jurniah USD 100,000 wajib diasuransikan pada FDIC. Program yang ditcrapkan juga mampu menghentikan
terjadinya efck domane yang perisah melarda sistem perbankan di USAC

Persyaratan bagt bank yang ingin menjudi anpgota asuransi simpanen di Indoncsia adalah memenuhi syarae
financial dengan kondisi bagus, begits pula manajemcn dan strukiur modal jugs harus bagus, mempunya
pendapatan/keunivngan yang prospekiif serta persyamatan lainnya yang ditcapkan oleh BI.

Untuk pativeal bank pengawasan dilakukan seodind oleh FIVC, siafe member banks oleh FRE, sedangkan untuk
insurcd state-nou member banks pengawasan juga dilakukan oleh FDIC. Sedangkan pengawasan untuk bank
vang dizsuransikan di tanah air dilakukan olch Bank Indonesia (B1).
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Deposit insurance fund-nya bersumhber
pada premi yang dilerima oleh FDIC dari
bank peserta asuransi simpanan dan bunga
hasil investasi yang ditanamkan pada US
Treasury Securities. Hasil mobilisasi premi
vang dilakukan oleh FDIC dapat dipakai
sebapai cadangan, dan besarnya premi yang
harus dibayar ditetapkan berdasarkan pada
prosentase lertentu dan jumlah simpanan
nasahah {pihak ketiga) yang dijaminkan.
Dana vang terkumpul dari pembayaran pre-
mi akan dikelola (diputar) lebih lanjut oleh
FDIC untuk mendapatkan keuntungan vang
dapat digunakan untuk biaya operasional
asuransi simpanan serta dapat dipakai untuk
tambahan dana pembayaran yang wajib
dilakukan olch asuransi simpanan, jika se-
andainya ada bank yang dicabui izin ke-
giatan usahanya ataupun dilikuidasi.

Maxinnim coverage atas asuransi sim-
panan lersebul hingpa saat ini sebesar USD
100.000 yang ditetapkan pada tahun 1980
dalam Depository Institutions Deregulation
and Monetary Conrol Act of 1980 dengan
pengkategorian untuk semua jenis deposito
bank-bank di Amerika Serikal. Sedangkan
accounts yang diasuransikan dapat dilaku-
kan pada bank yang berbeda dan masing-
masing akan dihiung sendiri-sendin. Na-
mun demikian dimungkinkan ada beberapa
accounts dalam bank yang sama, dimana
untuk kantor pusat maupun kantor cabang
dapat dijadikan satu_Sebaliknya, jika ada se-

seorang memiliki beberapa accounts, maka
saldonya dijumlah dan vang dapat diasu-
ransikan hanya sebesar atau sampai dengan
batas USD 100.000. Apabila deposiio-
depositonya dipelihara (in different rights or
capacities, or form of ownership) masing-
masing akan diasuransikan secara terpisah
sampai dengan batas USD 100.000,-,

Dalam hal bank terjamin mengalami
kesulitan likuidilas dalam kategon parah
(menuju  kebangkrutan) serla berpoiens
tidak mampu membayar simpanan dana’
uang pihak ketiga, maka FDIC bertindak
sebagai pengampu/kurator {recefver] uniuk
melakzanakan pembayaran simpanan vang
dijaminnya. i samping itu FDIC diben-
kan kewenangan unmk menentukan pilihan
tepat yang dapat diterapkan untuk mena-
ngani bank-bank yang mengalami kesulitan.
FDIC juga mempunyai kewenangan untuk
mencabut izin usaha kegiatan bank dan me-
likuidasi bank yang kondisi kesehatannya
tidak dapat ditolomg lagi. ™ Hal tersebut baru
dapat dilaksanakan, apabila sebelumnya
FDIC telah membertkan saran dan pertim-
bangan pada bank yang kondisi keschatan-
nya memburuk untuk melakukan upayva pe-
nyclamatan dengan cara menambah modal
bank, menggantl dewan komisans maupun
direksi bank. menjual (baik sebagian mau-
pun keseluruhan) aset bank, merger-akuisisi
dan konsolidasi, maupun melakukan aliansi
strategi bisnis lainnya untuk memulihkan ke-

#* Sematla maximum coveroge ditetapkan sehesar USD 2500 (1934), kermudian meningkst menjadi USD 5000
{pada whun yang sans, |'933), USD (0000 (1950), USD 15000 (1966, USD 20,000 ¢ 1969, USD 40.000 1 1974)
chan kemudian pada 1980 ditetsphkan schesar USD 100,000, Bagiun MonelerURES BL. 1988, Lembaga Aseransi

Sirtpornan, Jakarta, him. -5,

*  FDIC juga berwenang untuk menpstur dim memeriksa bk yang berada di bawah yurisdiknya, dan ada 13300

bunk di Amenika vang menjadi anggota FDIC,
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sehatan bank vang bersangkutan”. Terhadap
bank vang benmasalah dan dalam keadaan
defoult, FOIC sebagai lembaga pengawas
mempunyai kewenangan untuk membuat
statemert melalui penilaian yang dilakukan
sebelumnya sebagal upaya penyelamatan
serta dalam rangka melindungi kepentingan
nasabah bank. Statemens FDIC ini harus
ditindak lanjuti dengan : '

a. mengizinkan bank untuk segera meng-
hentikan kegiatan usahanya vang di-
ikuti dengan tindakan membayar se-
luruh simpanan yang diasuransikan ™,

b.  menyediakan bantuan langsung (sun-
tikan dana) pada bank tersebut untuk
mencegah kebanghkrutan *; serta

¢.  membantu bank unfuk mengambil alih
{tzke over) bank yang insolven yang
ditkuti dengan penghentian kegiatan
usaha bank tersebut *,

FDIC menangani bank bermasalah
dengan cara menjual sebagian maupun ke-
seluruhan asset hank melalui mekanisme
prrchase and assumption (P& A) transaction

sejak 1960, Melalui mekanisme transaksi
sepertt i, FDIC dibert kewenangan untuk
menjual asset bank bermasalah kepada bank
yang sehat kondisinya maupun pada bank
pembeli simpanan yang bersedia mengambil
alih kewajiban bank bermasalah tersebul ™
Keputusan tentang jenis penyelesaian apa
vang akan digunakan untuk menyelesaikan
hank bermasalah bergantung pada pertim-
hangan biaya feost test) yang dilaksanakan
vleh FDIC. Pihak FDIC akan menggunakan
mekanisme P& A, apabila dirasa sebagai cara
termurah dibandingkan melalui mekanisime
likuidasi.

FDIC dapat mt:rlgh.iudﬂ.ﬁ COST tes!, apa-
bila dilakukan untuk melindungi semua pe-
megang kewsjiban bank yang merupakan hal
penting dalam memberikan pelayanan kepa-
da masyarakat. Mekanisme P& A merupakan
kebijakan fleksibel dan favorit yvang dimiliki
oleh FDIC serta telah dilerapkan untuk me-
nyelesaikan bampir 73,5 % dari 1.617 kasus
kebangkrulan/likuidasi  bank  bermasalah
selama periode 1980 hingga 1994, FDIC

EL

Tindakan ini hampir mirip dengan kewanban bank bermasalal sotuk melakukan opaya penyelamatan, sehelum
hank wrsebut dicabut izin usahanya olelh BE yang diatur dalam PP Mo 68 Tabuo 159% (o PP Mo 25 Tahun 1999
tentang Kelentuan din Tata Cara Pencabutan 17in Lisaha. Pembubaran dan Likuidas: Bunk (PP Likuidasi Bank),
Poriksa : Achwan, Harry Tiehjono dun Totok Subiakio, 1992, Pembinaan dan Pengowasan Sank di Indosesie, .
Bahan Kuliah Sespibi XV, Bank Indonesia {BI), Jakarta, him. 46-47,

United States Generai Accounting Office {US-GALY, Depasir frvpronee a Stvategy for Reform, March, 1992,
dalam Zulkarmain Stompul, fbid., Blm, 12-13. Jike ada bank yang icrlabu besar untuk scpera dibercskan Jan
dilikuidasi, maka FDIC dapat mendinkan semacam beiclee bark di bawah pengawasan federal.

Lirniuk pembayaran terhadap seluruh simpanan yang diaswransikan. worlchih dabulu diswali denpen penutup-
an/peniabutan ion kegiatan usaha bank oleh lembaga yane berwenang memberikan izin, dengan jumbah vang
dibayar maksimal sebesar USD 100000 kepada penyimpan dana scocpatips. Sejak 1934 - 1086 FDIC wlah
melakukan pembayaran schanyik 432 kali kepada nasabah.

Bantuan langsung {dana) yang dibenkan kepada bank dagat berbentuk - feans, deposil, purchase assers, purefase
secuvities of an eligible bank, aomme liabilities or conteifuteors. melalui kewenangan unggal yvung dimiliki olch
FDIC benkut porsyuratan yang ditctapkannya.

Lintuk hal ini dapat dilakukan dengan upays melalui merger, akuisisi bank agar supaya bank vang dimerger atau
diakuisisi dapal wmbuh menjadi bank yang schal denpan kincrja yang bagus, di selanjutnya strukiue modal
bank akan semakin menmgkat.

P& A ini tergolong jomis trunsaksi yang signifikan untuk melindungi nasabah bank. dan perlindungan sermacam in
dapat terlaksana karena semua kewsjitran bank bermasilah diambil alin olch bank lain berkat bantuas FDIC.
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beruntung mempunyai mekanisme P&A.
karena hanya menggunakan sedikit vang
tenaibiaya dan dana aseransi dibandingkan
dengan kebutuhan membayar sermua tagihan
nasabah yang dijamin.*

E. Penyelesaian dan Penanganan Bank

Bermasalah Oleh LPS

Lembaga Penjamin Simpanan {LPS)
mempunyai fungsi untuk menjamin  sim-
panan dana milik nasabah penyimpan serta
berperan secara aktif dalam memelihara
siabilitas sistemn perbankan nasional sesuai
kewenangan yang diberikan oleh undang-un-
dang. Dalam rangka menjalankan fungsinya,
LPS bertugas merumuskan dan menetapkan
kebijakan dalam rangka turut akiif memeli-
hara stabilitas sistem perbankan, merumus-
kan dan menetapkan serta melaksanakan
kebijakan penyelesaian bank gagal yang
tidak berdampak sistemik dan secara khu-
sus menangani bank gapal yang berdampak
sistemik ¥,

Upaya untuk melaksanakan kebijakan
penyelesaian‘penanganan bank gagal vang
tidak berdampak sistemik akan dilakukan
denpan  syarat-syarat terientn, FPertama,
upaya penyelamatan bank gapal dapat di-
lakukan, apabila biaya penyelamatan bank
gagal yang dikeluarkan/dibutuhkan lebih ke-
cil dari biaya apabila tidak dilakukan upaya
penyelematan terhadap bank gagal terscbul.
Kedlua, upaya penyelamatan bank gagal

tetap dapart dilaksanakan, apabila bank gawzal
yang sudah diselamatkan tersebut ke depan
mempunyai prospek  yang baik/mengun-
tungkan serta menjadi sehat kembali. Ke-
tiga, adanya pernyataan untuk menyerahkan
hak dan wewenang BUPS serta penverahan
kepengurusan bank kepada LLPS. Di samping
i disyaratkan, bahwa di kemudian hari ti-
dak akan menuntul LPS apabila upaya pe-
nyelamatan terhadap bank tersebut mengala-
mi kegagalan walau sekalipun sudah dilaku-
kan sesuail prosedur serta persturan yvang ada.

Berkaitan dengan penyerahan hak dan
wewenang RUPS kepada [LPS, maka setelah
B.UPS diserahkan, LPS dapat segera melaku-
kan : (1) penguasaan, pengelolaan atas aset
bank maupun hak seria kewajiban bank; (2)
melakukan upaya penyertaan modal bank
sementara; (3) menjual atau mengalihkan
aset bank; {4) mengalihkan manajemen bank
kepada pibak lain; {5) melakukan merfer
ataupun konsolidasi dengan bank lain; serta
(6) meninjau ulang, membatalkan serta
mengekhini dan atau meogubab kontrak
yvang mengikat bank dengan pihak lainnya.

Seluruh biaya penyelamatan bank vang
telah dikelvarkan oleh LPS menjadi penyer-
taan modal sementara LPS pada bank terse-
but. 1 samping ilu LPS mempunyai ke-
wajiban untuk menjual seluruh saham bank
paling lambat 2 tahun sejak penyerahan dan
dapat diperpanjang maksimal dua kali ma-
sing-masing | tahun. Penjualan saham dapat

“ Micole Sabade, 2000, “ddupting o Sursdiconn dpgeoach fo the Rights of Asser Purchosers From the FOICT,
Fordham Law Beview. vol. 69, him. 291, P&A memiliki karakteristik meeger dan kombinasi unsur-unsur reor-
ganisas dan likuidas. Dalam P& A hank pengambil alih membeli asset dan semua kewajiban dari bank berma-
gillah, dan ransakst semicam mi dapat disclesaikan dengan copat dengan tujuan untuk menjega goimg comcern
dari bank batgkrut fersebul. Dengan demikian mckanisme PEA dapat mencegah sctiap ketsdaknyamanan na-
sabih penvimpan dana kareni lergangpunys pelayanan dalam jasa perbankan.

 Jutan Remmy Sjahdeini, fhid, hlm. 3-4.
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dilakukan sccara lerbuka dan transparan,
dengan tetap berpedoman dan mempertim-
bangkan pula lingkal pengembalian optimal
bagi LPS.

LPS juga dimungkinkan uniuk tidak
melakukan upsya penyelamatan terhadap
bank gapal vang tidak berdampak sistermik,
apabila LPS merasa babwa upaya penye-
lamatan terhadap bank gapal memupakan
tindakan s1a-sia vang berakhir pada ketidak-
pastian, Dleh karena in, untuk lebih melin-
dungi kepentingan nasabah penyimpan dana,
maka LPS dapat mengajukan permohonan
untuk meminta Bl mencabut izin kegiatan
usaha ierhadap bank bermasalah tersebut,
Jika permohonan LPS tersebut disetujui
oleh BI, maka hal ini berarti ada kesanggup-
an dari pihak LPS untuk sepera membayar
klaim kepada para nasabah yang dananya
disimpan pada bank bermasalah/gagal terse-
but ™,

Upaya penvelesaian dan penanganan
bank wapal sccara sistemik dapat dilakukan
dengan mengikuisertakan pemegang saham
lama (berikut dengan penyertaan modalnya),
atau dapat pula dilakukan dengan tanpa
mengikutrertakan pemegang saham lama
dari bank yang mengalami kegagalan. Untuk
penvelamatan bank gagal secara sistemik
dengan penyertaan modal bank lama dapat
dilakukan dengan  persyaratan
pula. Pertama, pemegang saham dari bank
fama telah menyetorkan modalnya minimal
sebesar 23 "% darl perkiraan biaya vang ha-
ms dikeluarkan untuk upaya penyelamalan

tertenti

tersebul. Kedwa, adanya pernyataan dari

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk menyerahkan hak dan wewenangnya,
menyerahkan kepengurusan bank, serta -
dak adanya wniutan pada LPS, jika sean-
dainya upaya penyelamatan tersebut tidak
berhasil, sepanjang LPS sudah beruszha se-
maksimal mungkin untuk melakukan upaya
penyelamatan sesuai dengan peraturan yang
ada.

Apabila ternyata biaya darl pemegang
saham bank lama vang dibutubkan untuk
upaya penyelamatan tersebut masih kurang,
maka pihak LPS harus berlanggung jawab
atas kekurangan tersebut. Pihak LPS harus
menambah jumlah kekurangan yang men-
jadi tanggung jawabtiya, sepanjang peme-
gang saham serta pengurus bank nantinya
menyerahkan hak, kepemilikan serta kepe-
ngurusannya, dan/atan kepentingan lamn pada
hank lama kepada pihak LPS,

Biaya penyelamatan bank vang sudah
dikeluarkan oleh LPS nantinya akan menjadi
modal sementara yang dimiliki oleh LPS
pada bank tersebut. Skim lain yang dapat
dilakukan oleh LPS adalah kewajiban LPS
untuk menjual seluruh saham yang dimiliki
oleh bank vang iclah diselamatkan paling
lambat 3 tahun sejak penyershan. Apabila
hal ini belum dapat dilakukan, maka kewa-
jiban menjual seluruh saham bank tersebut
dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali
masing-masing | tahun.

Lipayva penyelamalan bank gagal secara
sistemik yang dilakukan dengan tanpa pe-
nyeriaan modal dari pemegang saham dapat
dilaksanakan sejak LPS menetapkao upaya

" Kresna Wijaya, " Pemvelesaian oy Peh:mg:mpn Bk G;Jg(.r,l' wledr er.".w__l;;tr Peitjanrin _E'g'mpanun fLPSE, Semi
nar Musional LPS Schagat Wahana Perlindungan Dana Simpanan Masabah, Fakultas Hukum UNATR, Surabiya,

| Juli 206, him. 1-2.
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penyelamatan. Adapun prosedur yang dapat

dilakukan oleh LPS adalah *;

a. pihak LPS akan mengambil alih hak
dan kewenangan yang dimiliki oleh
RUPS, baik itw berupa kepemilikan,
kepengurusan, dan/atau  kepentingan
lain dari bank tersebut;

b. pemegang saham dan pengurus tidak
dapal menuntut LPS, jika upaya pe-
nyelamnatan lidak berhasil, sepanjang
LIS sudah berusaha semaksimal mung-
kin untuk menyclamatkan bank tersebut
sesual peraturan yang berlaku;

. apabila LPS sudah berhasil mengambil
alih hak dan kewenangan RUPS (beru-
pa kepemilikan, kepengurusan dan/
atau kepentingan lain dari hank terse-
but), maka LPS dapat menguasai,
mengelola dan melakukan tindakan
kepemilikan aset bank, mengalihkan
mangjemen bank kepada pihak lain,
meninjau ulang, membatalkan, meng-
akhiri danfatau dapat pula mengubah
kontrak yang mengikat bank dengan
pihak lain.

Biaya penyelamatan yang dikeluarkan
oleh LPS dan kewajiban LPS untuk men-
jual seluruh saham bank tanpa penyerlaan
modal, ketentuannya sama dengan yang
ada pada penyclamatan bank gagal secara
sistemik yang ditkuti dengan penyeriaan
modal dari pemegang saham bank tersebut.
Di samping itu, LPS diwajibkan untul men-
jual semua saham bank dan diberi tempos

© Kresna Wigaya, Sl him 5

jangka wakiu paling lambal 3 {liga) tahun se-

jak peoyerahan, Ketentuan mengenai jangka

wakiu uniuk menjual sabam bank tersebut
masih dapat diperparyang lagi hingga paling

banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1

(satu) tahumn.

Kemudian hal vang patut dipertanya-
kan adalah, bagaimana penggunaan terhadap
hasil penjualan saham bank vang sudah her-
hasif diselamatkan selanjninya ' Untuk itu,
maka ada beberapa cara yang petlu diperha-
tikan, vaitu :

4. Pada penvelamatan bank gapal sistemik
dan tidak sistemik dengan penyertaan
modal, dapat dilakukan, yakno :

11 Jika ekuitas bank berada pada posisi
vang baik/positif ketika dilakukan
penyershan pada LPS atau setelah
pemegang saham melakukan pe-
nyertaan modal, maka harus dibuat-
kan terlebih dahulu perjanjian an-
lara LPS dengan pemegang saham
bank tersebut ¥,

2) Jika ekuitas bank negatif pada saat
penyerahan bank kepada LPS atau

saham

melakukan penvertaan modal, maka
pemegang saham yang lama tidak
memiliki lagi hak atas penjualan sa-
harn bank.

b. Kemudian pada penyelamatan bank
gagal secara sistemik tanpa penycrtaan
modal, maka yang perlu diperhatikan
adaiah :

setelah  pemegang lama

Adapun isi dari perpanjian tersebut adalah berkuitan dengan urutan penggunaan basil penjualan saham, yang

antara lain mengenai pengembalian semua biaya penyelamatan vang swdah dilakukan oich 1L.P3S. Kemudian me-
ngenai pengembalian kepada pemegang saham sebosar ckuitas pada saat penyverahan kepada LPS dan ckuitas
pada posisi scsaat setelah penvetoran modal aleh pemeeang saham. Jika masih ada sisanya, maka dibag secara

proposional kepada LPS dan pemegang saham.
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Ly Jika ekuitas bank berada pada po-
sis1 positf pada saat penverahan
kepada LPS, maka penggunaan
hasil penjualan saham berlaku ke-
tentuan berdasarkan pada upaya
penyelamatan bank secara tidak
sistemik; dan

2) Jika ekuitas hank pada posisi nega-
tif pada saat penyershan kepada
LIS, maka pernegang saham tidak
memiliki hak atas penjualan sabam
bank tersebut, ¥

Kemudian bagaimana dengan pem-

bayaran klaim penjaminan oleh LPS kepada
nasabah penyimpan dana 7 Untuk pem-
bavaran klaim penjaminan kepada nasabah
memang harus didahelu dengan tahapan
pencabutan izin usaha bank vang bermasalah
tersebut * Dalam tahapan ini pihak LPS
akan mengumpulkan semua data simpanan
milik nasabah di bank tersebut sejak lang-
zal pencabutan izin usaha bank dikeluarkan/
diterbitkan. Setelah itu, tahapan berikutnya
adalah perlunya dilakukan rekonsiliasi dan
verifikasi terhadap data simpanan nasabah
dalam waktu paling lama 90 (sembilan pu-
luh) har,

" Kresna Wijaya, Sid., him. 6.

Sclanjulnys sctelah tahap pencabutan
izin bank dan rekonsilias: serta verifikasi di-
lakukan, maka tehap berikutnya adalah pem-
bayaran klaim penjaminan kepada nasabah
vang dilakukan oleh LPS* Dalam tahap
ini pihak LPS akan membayarkan kembali
simpanan dana milik nasabah dalam mata
uang rupiah. Hal imt memang sudah menjadi
ketentuan LPS dan untuk mempermudah
proses pembayaran, Proses serta iata cara
pengajuan dan pembavaran klaim divmum-
kan pada 2 (dua) surat kabar, dan kiaim la-
vak dibayar paling lambat 3 (lima) hari kerja
sejak verifikasi dimulai * Kemudian jangka
waktu pengajuan klaim adalah 5 (lima) ta-
hun se¢jak izin usaha bank dicabut. Untuk
jangka wakm pengajuan klaim ini masih di-
rasa terlalu lama, mestinya jangka waktunya
dibatasi, dan tidak perlu harus sampai lima
tahun.

F. Pembatasan Jumlah Simpanan Na-
sabah Yang Dijamin
Dalam  skema penjaminan  simpan-
an, ¥ persoalan yang perlu mendapat per-
hatian adalah mengenai pembatasan jumlah
simpanan dana nasabah yang dijjamin LPS

Bandimgkan dengan FDIC. dzlam hal terjadicya pembayaran techadap semua simpanan vang dissuransikan,
bank ditulup cleb lembaga yang berwenang memberiken izin mendinkan kogiatan wsaha bank, dan penyim-
pan dana memperoleh prienitos uniuk sepere ditayor sampai jumlaly U8 3 100,000, dalam wakie secepamnya
{beberapa hari) sctelah bank ditutup,

Apabila ada nasabah dengan kriteria lavalk bayar, (ctips temyula masih mempnyal Kewajiban bavar utime ke-
pada bunk tersebur. muke klaim akan dibayarkan kepada pasabab seiclah dikurangi jumiah kewajibaniutang
nasabal pada bank terschul

Totapt ada juga klaim fidak Tayakiidai dupat diboyarkan kepada nzsabah penyimpan dana oleh LPS. vong
dikarenakan dara simpanan tidak tercatal secars baik dan benar pada bank, nasabali mervpukan prhok vung
disntengkan sccara tidsk wajar serta nasabah penyimpanan dana merupakun pihak vang menyebabkan keadaan
bank menjadi udak schat’bermasaliah,

Drlam Pasal 37 B UL Mo. 10 Tehun 1998 diisyaratkan. bahwa antuk LPS disedizkan 3 (tiga) skim vang dapat di-
runakun. vaiiu skim dana bersama. skim asuransi serta skim lainnya vang disclujud olch Bl Namun berdaszckun
UL Mo, 24 Tabun 2004, temyata LPS menggunakan skim ssurans: sepertt halnya kebanyukan asurns depesito
di banyuk ncgara. yang diawali perg punaasn skim aswrans i USa.
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serla besaran premi yang harus dibayar oleh
bank peserta program LPS . Mengenai
tinggi rendahnya premi penjaminan vang

dikenakan pada sebuah bank, seharusnya ti--

dak holeh sama seperti haloya yang berlaku
pada skema Slanke! guraraniee. Alasan seper-
ti ini bukan tanpa pertimbangan, mengingat
hal ini merupakan upaya fair fearment
guna membedakan bank yang memiliki
risiko rendah dengan bank berisiko tinggi.

Mestinya bagi bank vang memiliki
Faring bagus misaloya, udak perlu mengikuti
program penjaminan simpanan/deposiio na-
sabah yang pada dasamya hanya merupakan
secund defense bagi bank, jika bank terscbut
mengalami rush. Adapun first defense se-
buah bank dalam rangka menghadapi rush
sebetuloya terletak pada kinerja pengelolaan
bank itu sendiri dengan melihat bagaimana
bank mengelola berbagai risiko yang diha-
dapinya.”” Premi penjaminan pada simpanan
nasabah saat ini adalah sebesar 0,1 % dan
semua dana pihak ketiga (DPK) di bank vang
bersangkutan. Menurut Avilliani, dengan
berlakunya keteniuan baru mengenal pems
batasan jumlah simpanan nasabab yvang di-
jamin LPS maksimal sebesar Rp. 100 juta),
maka sebalknya premi penjaminan simpanan

EL]

nasabah (dulu 0,1 % dari semua DPK di bank
tersebut) juga harus disesuaikan dengan ni-
laijunlah vang dijaminkan saat ini. Penu-
runan terhadap besaran premi penjaminan
ini dimaksud azar supaya cost of fund bank
semakin ningan, dan pada gilirannya beban
nasabah juga semakin berkurang.
Selanjutnya Krisna Wijaya mengata-
kan, bahwa untuk jumiah simpanan nasabah
vang dijamun dalam skim penjaminan juga
sangat menentukan wapb tidaknya semua
bank yang ada mengikut! skim penjaminan
simpanan ini. Namun o apabila skim o pen-

jaminan simpanan ini memipakan suaty ke-

wajiban bagi scmua bank untuk membayar
premi yang besarnya sama serla menjamin
semuna simpanan di bank, maka akan menim-
bulkan beban berat bagi LPS untuk meng-
kover skim penjaminan simpanan tersebut.*?
Agar LPS nantinya capable dan credible
dalam memberikan jaminan, maka jumlah
simpanan dana nasabah vang dijamin diba-
tasi berdasarkan nominal lerlentu yang dapat
dikaitkan depgan kemampuan atau modal
vang dirmiliki oleh bank peserta LPS.
Berdasarkan Pasal 10 UL LPS, simpan-
an nasabah pada bank yang dijamin tersebut
dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat

Dularm Pasal 12 oyar (1) UU LPS descbutkan. bahwa premi ponjaminin _iusnu.l:li:ru}'urkan 2 (dua) kalt dalam
silw tahim, vakm pads pembayanen perode Janwart — 30 Juni serta pembayarun periode 1 Jul

A1 Desember

ar

Fudangkan mengenai besamya promi yang harus dibayar untuk seiap bank adalab sama, yait sebesar | % dari
rita-rata szldo bulanan todal simpanan nzsabah dalam sctiap periode sepertd yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1 UL LPS.

Farsna Wigava dan [ioko Remnpds, 2005, Ronselicas) Perbankan Nasional © Dari Rekapitalisasi Memn Avsitek--
fur Perkankarn indanesio (AP, Masvermkal Prolesions] Madang (MPM), Cet [ Jakacta, blm. [72-175,
Awilliany, * Analisig @ Mesehacr Nevolah Sesncbar Sevic ™. Jawa Pos, 15 Maret 2007, him. [0

Mengan ditctzpkannya besaran premi yang sama untuk scrinp bank dimaksud agar ridak teejadi persaingan wsaha
yang tidak schat antar bank itu sendiri. Periksa Pasal 13 avar ¢ 1) ULD LPS, Pengenaan tingkat premi terschut
dupal berubah, yakni apabila dipenuhi salah same kriteria beriket ini : relah teadi perubahan nilai simpanan vang
dijarmin untuk sctiap nasebah pada suat Tank. akurmilasi eadangan penjaminan telab metampani tingkat sasaran
sibesir 2.5% dari total simpanan di sctiap hank serta torjadi porubahan cerhadap tingkat risiko kegagalan pada
sckior indusio perbankan secara keselurshan. Periksa - Sutan Remmy Sjahdeini, Mhéal, him. 5.
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deposito, tbungan, dan‘alau bentuk lain
vang dipersamakan dengan ilu, dan sim-
panan yang dijamin tersebul tidak saja ber-
dasarkan pada bunga, tetapi juga berdasar-
kan prinsip syariah.™ Dalam Keppres Mo, 26
Tahun 1998 disebutkan, bahwa jumlah/milai
simpanan dana nasabah pada bank yang di-
jamin oleh pemerintah (LPS) tidak dibatasi,
Drengan terbitnya keppres tersebut pihak
perbankan berharap, agar jaminan terhadap
nilai/jumlah simpansn nasabah yang tidak
terbatas tersebut dapat mempercepat pulih-
nva kepercayaan masyarakat terhadap in-
dusin perbankan yang sempat merosol pada
masa krisis moneter. Akan tetapi tidak ada-
nya pembatazan terhadap jumlah simpanan
nasabah yang dijamin, dapal menimbulkan
persoalan baru, yakni secara umum beban
anggaran negara semakin bertambah dan
berpotensi menimbulkan moral hazard pada
pihak pengelola dan nasabah bank.™

Oleh karenanya LPS telah memutus-
kan, bahwa mulai 22 Maret 2007 simpanan
nasabah yang dijamin LPS dibalasi maksi-

mial sebesar Rp. 100 juta.” Dengan demikian
Jika terjadt likuidasi bank, maka simpanan
sefiap nasabah di bank yang dijamin LPS
dibarasi hingga maksimal Rp. 100 juta, se-
dangkan simpanan nasabah selebihnya tidak
dijamin oleh LPS, tetapt dijamin oleh ma-
sing-masing bank.” Berikut ini ditampilkan
profil simpanan dana nasabah (DPK) di bank
umum, per Desember 2006 :

1} = 100 juta ; 80 juta rekening : total nilai
Rp. 268,55 triliun,

2y 100 jura- Rp. | M : L28 juta rekemng
total nilai Bp, 353,43 triliun.

I Rp.IM-Rp. 3M:116.710 rekening
total nilai Rp. 225,39 tniliun.

4) < Rp. 3M:23.222 rekening : total nilai
Rp. 448 47 triliun.

Data : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Data tersebul  menunjukkan, bahwa
ada Rp. 1.029.29 triliun (80 %) dari total
simpanan dana nasabah di bank umum
(Bp. 1.297.84 triliun) yang tidak dijamin
oleh LPS. Meskipun perbankan harus

' Periksa Pasal 23 avac (2) Perameran LPS No. 1/PLES2006.

A Munculnya kelcmahan tersebut bonips semakin tidak hati-hatinya pihak pengelala dalam mengelola dan me-

nycicngrurakan kogiatan bank, scmentara di satu sisi pihak nasabeah penyimpan dana acapkali coroboh, tidak
lagl cermat serla tdak mempechatikan bupemmena kondist kesehatan dalam melakukan transaksi deogan bank
tersebuil, Saat ini jutndah nazabah yang saidonva dibawab Bp, 100 juta adolah 98 %o, vleh kareno v daya lank
menyimpan uang di bank hans pula diperhitungkan sceara cormalt,
Hal tersebui telah disampaikan olch Kepala Eksckutif LPS, Kresna Wijava dalam Rapat Dewan Komigioner
LPE, Rabu. 7 Marct 2007 di Jakana. Pernyataan Kcpala Eksclutif LPS juga scsuai dengan kotentuan Pasal
13 ayat (1% UL LPS mengens pembatasan nila simpanan vang dijamin wntuk sctiap nasabah pada satu bank
paling banyak Bp. 100 jua. Kemudian dalam Peratucan LPS Noo FPLPS 2006 1entane Procrem Penjuminan
Stmpanan, tugal © Marce 2006, yang merupakan pengganti Peratuean LPS Mo, 1/PLEPS2005 wenieng hal yang
sama, ditentukan, bahwa pembatasan terhadap nilai simpanan tersebuoe tidak langsung dilakukan tindakan pem-
batasan sumpa: dengan meksimum Rp. 100 juta, totap diberlakukan secara bertzhap, Menur Pasul 26 PLPS
Mo, PLPS/ 2006, saldo yang dyjamin untuk sctiep nasabah pada satu bank adalah ; pafing unge scbesar Bp. 5
milyor {soik 22 Muret 2006 2| September 2006], paling ngel scbosar Bp. | nulvar (scjzk 22 Scpiember 2008
21 Marer 2007, kermudian paling tingges scbesar Bp. 100 jula (scjak 22 Marct 2007}, Periksa pula - St Remimy
Siahdeist, Ml hlm, 6.7,
Misalnya : seorsng nasabah memiliki simpanin sebesar Rp. 185 juta, maka jumlah simpanan nisabah vang di-
Jamin pengemializanya olch pemerintab (LPS) hanya schesar Rp, 100 juta saja, sedangkan sisanya | Rp. 85 juiay
dijaminsdiganti olch bank yang bersanghkutan melalui proses likuidasi sccara proporsional. Kemampuoen bank
mcnjamin dana nasabahoya akan terrefleksi pada tingkat keschatan bank bersangkulan,
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menanggung penempatan dana pihak ketiga
(DPK) Rp. 1.297,84 triliun, namun strukiur
nasabah penyimpan dana perbankan masih
umpang.  Ketimpangan  tersebut  nampak
dart sekitar 1,75 % deposan (1,42 juta
rekening) yang masih menguasai 80 %
{Rp. 102929 Triliun} dana pihak ketiga
fsisanya vang 98,25 % deposan hanya me-
nguasai RBp. 268.55 wilivo atau 20 % dan
DPK). Pemberlakuan ketentuan pembatasan
simpanan nasabah yvang dijamin LPS serta
data struktur nasabah seperti itu berpotensi
menimbulkan gejolak, karena kemungkinan
sewakit-waktu bisa menimbulkan migrasi
(perpindahan) simpanan dana dari bank kecil
ke bank menengah-besar secara signifikan.*
Kondisi seperti ini wajar, karena perubah-
an jumlah/nilai penjaminan simpanan oleh
L.PS tersebut akan merubah pola pikir serta
perilaku masyarakat terhadap sepak terjang
dan kinerja perbankan. Mayarakal/nasabah
akan lebih bapak, jeli sera krins dalam me-
milih bank vang sekiranva lebih aman serta
mempunyat  assctmodal besar dan  ber-
kemampuan besar sebagat sarang untuk me-
nyimpan dananya.

Namun di salu sis, ketenluan pem-
batasun jumlah simpanan nasabah yang di-
Jamin LPS akan memicu semua bank untuk
lebih meningkatkan kualilas kinerja serta
layanan uniuk bersaing merebut keperca-
yaan nasahah terhadap bank.¥ Menjelang

pemberlakuan kelentuan pembatasan jumlab
simpanan yang dijamin tersebut, beberapa
bank kecit sudah mulai berlomba memberi-
kan iming-iming hadiah maupun penerapan
suku bunga tinggi untuk simpanan nasabah,
Pradjoto mengatakan, bahwa pemberlakuan
ketentuan pembatasan simpanan nasabah
yang dijamin LPS tersebut akan memper-
sulit bank-bank kecil bersaing secara sehat
dengan bank menengah-besar ™ Akibat se.
lanjutnya, bank kecil akan mengalami kesu-
litan dalam menjanng dana masyarakatna-
sabah dengan harga murah. Kondisi seperti
itu akan mendorong terjadinya konsolidasi
pada bank kecil untuk scgera melakukan
merger maupun akuisisi, Perbankan juga
dituntut untuk lebih meningkatkan keper-
cayaan masyarakat serla bersikap proaktif
dalam menjelaskan kebijaken baru secara
transparan kepada nasabah.

Bank dengan strukiur permodalan vang
kecil dengan sendinnya akan meningkaikan
selisih bunga deposito/tabungan dari bank
besar alau bank BUMMN. Hal ini akan beraki-
bat selisth bunga deposio/tabungan dengan
bunga kredit menjadi semakin semakin tipis.
Dengan berakhimya regim Slanker guaran-
fee, berarti juga akan mendukung cetak biru
program Arsitekiur Perbankan  [hdonesia
{4APf), karena dengan strukiur modal bank
yang terbatas akan mempercepat bank kecil
melakukan merger maupun skuisisi dengan

Miperkirakan jumiah migres: dana simpanan dan bunk kecil ke bank mencngah-besar ndak terlale sigmifikan.

mengingat bank-bank kecil dengan medul di bawah Bp. 100 miliar hanyva menguasas 5 % daci ol simpanan
masyerakatnasabah i bank. Dissmping e nasabah bank-bank kecil pada umsmnya mermibiki lovalitas yang
tnem untuk lelap menynpan dananya di bank terscbui. Kemungkinan besar vang melakukan migrasi adalah
musabeh perorangan vang memiliki dara di atas Rp. |00 juta ataw porusahaan torentu.

Hal imi tiduk mudsh dilakukan ¢leh bank, kargna arca kompotisi hank sctelah kefenuan pembatazan jumlsh

stmpanan yang dijaenin i diberlakukan, crat kaitannya dengan penyampdian tiformasi vang akurat, cepat scrta

mudih dimengeni olch nasabah bank.

- Pradjou, 80 % Do Simpanen Mosvarokar Tidak Difamia LO5”, Kompas, Rabu 14 Maret 2007, him. 17.
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bank kecil lainnya vang mempunyai nasib
alau masalah yang sama. Dorongan terhadap
bank-bank kecil untuk melakukan merger
maupun akuisisi tersebut sejalan dengan ke-
bijakan Bank Indonesia (BI) yang mewajib-
kan struktur modal minimum bank sebesar
Rp. 80 milyar pada akhir tahun 2007, serta
Rp. 100 miliar selambat-lambatnya pada
akhir tahun 2010. Batasan stuktur modal
minimum  bank yang dirckomendasikan
dalam program APl tersebut dalam bentuk
modal tier-1 dan tier-2. Tindakan bank-
bank kecil untuk melaksanakan merger ini
dimaksud apar tekanan berat {masalah per-
madalun) yang dihadapr oleh bank-bank
kecil berkurang, Ada kecenderunpgan yang
berkembang, bahwa bank kecil mengingin-
kan agar banknya dibeli oleh bank asing dari
pada harus melakukan merger. Kecende-
rungan scmacam it sangat beralasan, kare-
na kalau dibeli oleh baok asing, bank kecil
akan mendapat dana cash yang dapat digu-
nakan untuk usaha lain, sementara kalau di
merger bank kecil tidak mendapatkan dana
cash, Lagi pula merger bank butuh wakm
lama dan biayanya lumayan mahal.

G. Migrasi Simpanan Nasabah Ke In-

vestasi Non Bank

Dengan pemberlakuan ketentuan me-
ngenai penbatasan jumiah simpanman dana
nasabah yang dijamin LI"S maksimal sebe-
sar Rp. |0 juta, maka pihak perbankan
sebetulnya tidak terpengaruh dengan ke-
mungkinan terjadinya migrasi (pengalihan)

dana nasabah ke produk investasi non bank
lainnya, Justru paling tidak perbankan akan
lebih senang jika para nasabah mengalihkan
dananya dan bank ke dalam bentuk mvestasi
lamm, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI
maupun reksadana, sebab kenyataan saat ini
kondisi perbankan sedang overiikuid (kele-
bihan dana). Disamping i sebagian bank
peserta program LPS saat im menjadi agen
penjual ORI dan produk reksadana, sching-
ga biza menjadi tambahan fee base fmcome
bank tersebut. ¥

Penetapan pembatasun lerhadap sim-
panan nasabah yang dijamin LPS, yakni
paling tinggi sebesar Rp. 100 juta, bukan
berarti hanya nasabah-nasabah yang me-
miliki simpanan paling tinggi Rp. 100 jula
ity vang dibayar, tetapi juga terhadap para
nasabah yang memiliki simpanan diatas
Rp. 104 juta juga akan memperoleh peng-
gantian dari LP5. Hanya saja sisa simpanan
vang berada diatas batas maksimum tersebut
akan dibayar melalwi proses likuidasi se-
bapai tindak lanjut dari tindakan pencabutan
1jin usaha bank tersebut oleh BL*

Ada beberapa hal yang perlu diperhati-
kan, schubungan dengan dibatasinya jumlah
simpanan nasabah yang dijamin oleh LP5,
yakni antara lain
a. Upaya perpindahan dana nasabah dan

bank {peserta LPS) ke sektor non bank

{investasi ORLrcksadana) selama di-

gunakan unmuk kegiatan produktif dan

berpotensi menghasilkan keuntungan/
provit tidak menjadi masalah. Biasanya

Hal itu juga disampaikan Joko Remadt {Ekonom BRI), Kompers, Kamis, 8 Maret 2007, him, 19
ketonmuan mengenai pembatasan terschot hanya berlaku bagi simpanan pada satu bank zaja. bukan batas sim-

panun bagi satu masalab pada semuea bank. Deogan demikian, sojak mnggal 22 Mared 2007 dimungkinkan bag
nusabah penyimpan dana uituk sepera melokokan pemecahan jumlbah simpanannya. untuk komudian disimpen

pirka berbagai bank lamnya.
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dana yang dnnvestasikan di ORI mao-
pun reksadana akan disalurkan untuk
kegiatan produkiif, sementara jika per-
bankan mengalam overlikuidkelebih-
an dana akan menempatkannya pada
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang
dananya lidak dapat digunakan untuk
kegiatan produktif oleh BI;*

b. Disamping
maksimal simpanan yang dijamin LPS
{max. Bp. 100 juta) juga akan mendo-
rong perbankan berkesempatan untuk
meningkatkan Nasabah
akan cenderung memilih bank yang
lebih sehat kondisinya, dan tidak lap
gegabah menyimpan dananya pada
bank yang ndak jelas kesehatan dan
kemampuannya sebagai tempat untuk

ie  pembatazsan  jumlah

kinerjanya.

menyimpan dananya secara aman.

Guna menjaga daya saing perbankan
berkaitan dengan diturunkannya jumlah
simpanan yang dijamin olch LPS {menjadi
maksimal schesar Rp. 100 jula yang dijamin
LP%), maka LPS tidak akan menurunkan
suku bunga penjaminan, yaitu mula 15
Maret-14 apnl 2007, *" Untuk suku bunga
Bank Umum ditetapkan sebesar 925 %
serta BPR schesar 13 %0, padahal saat ini {10
Marct 2007} rata-rala suku-bunga deposito

LY}

schesar 7-8 % per tahun. Besaran suku
bunga tersebut masih berada di bawah level
suku bunga instrumen mvestasi fain (ORL,
SUN, maupun reksadana) yvang masih diatas
9 % per tahun. Jelas, bahwa dengan kondisi
sepertl ind banyak nasabah penyimpan dana
di bank yang melakukan migrasi terhadap
dananya ke produk investasi non bank, dan
kondisi sepertt ini membuat produk investasi
perbankan menjadi kurang dimimati’kurang
kompetitif.** Perbankan terpaksa harus ber-
zaing lebih keras dengan invstasi non bank,
karena baik ORI maupun SUN merupakan
instrument investasi non bank yang juga
dijamin oleh pemenintah hingga 100 % dan
memiliki risiko minim/kecil,

Namun Avilliani memperkirakan, bah-
wa kemungkinan lerjadinya migrasi dana
bank ke bentuk investasi non bank sangat
kecil, karena nasabah perorangan masih
membuiuhksn dana likwid vang sewakiu-
wakiu dapat ditarik. Namun untuk keperluan
mvestasi non bank lainnya investor memang
sudah menyediakan/mempersiapkan dana-
nya untuk keperluan investasinya. Oleh
karena itu, ada beberapa hal yang harus di-
perhatikan terutama oleh pihak perbankan,
untuk mencegah agar nasabah tdak melaku-
kan migrasi terhadap damanya ke dalam

Bl memperkitakan akscleras: pertumbehan chonomi masih terus berlanjut, walaw bolumeukup kual. Penurunan
suku bungs vang dilikukan Bl akan membuka peluang bagl dunia usaha untuk memperoleh aliermidive pem-
biayaan nowblank vang lchih murah gena lebih meningkatkun pecmintaan dornestik. Periksa © Kompas, “LPS
Trederk Turunkan Sk Burga Perjaminan, Kompas, Kamis & Marct 2007, hlm, 19

Kcputwsan tdak menurunkan suku bunga penjaminan atas Bank Umum dzn BPR terscbut didssarken puda
kondist makro ckonomi. seperti inflisi serta nilai fekar rupiah yang stabil dan tetup erjaga. Sebetulnya putusan
LP% wmtuk telap mempertiabankan suku bunga penjamingn peds Hank Umum dan BPR merupakan upaya un-
tuk memperishankan agar nasahah penyimpan dana di bank tdak laci/memindahkan dananya pada instrament
investasi faionya, Hal ini jusou dianggap anch olch Djoke Retmadi (Exonom BRT). mestinyz LPS menurunkan
suku bumga penaminan pada Bank Umum dan BPR. apar perbsinkan nasional juga segera menurunkan suko
bunga kreditnva. ldealnya, subu bunpa pengaminan bunk lebih kecil dibandingakan SRl Dengan demikian bank
akan terdorang untuk melakukan chepanst kredimya.

Perrunan suku bunpa untuk program peojarminan skin mendorong mmunnya suku bunga simpanan. scpert
deposito arau tabungan bank biusa,
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bentuk investasi non bank, vaitu ; *

a. Diupayakan agar bank memiliki asset
vanyg besar dan kuat;

b. Bank harus dikelola secara profes-
sional, transparan dan mampu menum-
buhkan kepercayaan masyarakat pada
bank terscbut;

c. Bank memiliki jaringan yang luas dan
kinerja keuangan yang sehat;

d.  Bank hamus tetap melakukan kegiatan
usahanya dengan tetap berpedoman
pada prinsip kehati-hatian;

¢. Bank harus meyakinkan kepada na-
sabah, bahwa simpanannya tercatat
dengan baik di bank, karena jika tidak
tercatatl di bank, klaim nasabah tidak di-
ganii oleh LPS, dan

. Meningkatkan kualitas pelavanan (ser-
vice) yang prima dan dapat dipertang-
gungjawabkan hasilnya.

Oleh karena itu upaya unfuk meming-
kalkan serta menjaga kepercayaan masyata-
kat terhadap perbankan perlu dipertahankan,
karena kepercayaan masyarakal merupa-
kan jiwa dari kinerja industri perbaokan
nasional.

H. Penutap

Berkensan  dengan  eksistensi  LPS
dalam sistem perbankan tersebut sebetulnya
tidak dapat dilepaskan dari unsur keperca-
yaan tnayarakat, karena kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat merupakan jiwa
bagi indusin perbankan nasional. Fungsi
bank sebagai lembags penghimpun sekali-
gus penyalur dana masyarakat telah menem-
patkan bank pada posisi yang strategis dan

menjadikan bank bergantung pada kesediaan
masvarakal uniuk menempatkan dananya di
bank, dan selanjutnya dana tersebut oleh
bank digunakan untuk membiavai kegiatan
vang sifatnya produoktif.

Disamping itu kepercayaan yang di-
berikan oleh masyarakat pada bank meru-
pakan syarat utama dan mutlak yang hars
dipegang oleh bank agar pelaksanaan pen-
Jaminan simpansn oleh LPS dapat begalan
dengan baik, Berkurangnya kepercayaan
masyarakat pada bank dapat menimbulkan
masalah, tidak saja pada industr perbankan,
tetapl juga terhadap perekonomian nasional.
Berdininya LPS lentunya akan menambah
kepercayaan masyarakal pada bank, sching-
ga insdustri perbankan juga semakin kokoh
struktur permodalannya.

LPS merupakan kelanjutan dari pro-
gram penjamioan  yang diselenggarakan
oleh pemerintah melalui Manker grarantee,
Di Amerika Senkat lembaga yang mirip
seperii LPS im discbut sebhapai Federal
Depasit Insurance Corporation (FDIC)
yang awalnya didirikan untuk mengkover
sejumlah dana simpanan milik nasabah di
sgjumlah bank vang mengalami kebang-
krutan. Hanya saja vang perlu diperhatikan
dalam LPS di Indomesia adalah masalah
marad hazard yang berpotensi melelat pada
skim penjaminan simpanan dana nasabah.
Moral hazard semacam ini perlu mendapat
perhatian, karena berpengaruh buruk ter-
hadap kenerja bank maupun kelangsungan
hidup LPS itu sendin. Persoalan moral haz-
ard ini hanya dapat diatasi dengan peraturan
yang ketat, jelas, dan dengan penerapan vang

** Iklan Pariwera Bank Mandiri. “Ekomonti-Bivnis *. lowa Pos, Selasa 20 maret 2007, him, 7
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konseluen. Aktifitas dan kesehatan bank ha-
rus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian, pengawasan yang baik. Oleh
karenanya analisis terhadap kepentingan
masyarakat/nasabah, bank serta LPS perlu
dilakukan secara conmfinue dan berjenjang
guna menghindari pengaruh buruk maoral
hazard yang muncul sewaktu-waktu.

Dengan diterapkannya ketentuan pem-
batasan terhadap simpatan nasabah di bank
yang dijamin cleh LPS sebesar maksimal
Ep. 100 juta, maka pada beberapa bank terli-
hat adanya aktifitas nasahah uniuk mengalih-
kan dananya ke bank-bank hesar yang dirasa
mampu memberikan rasa aman terhadap
dana simpanannya. Kondisi semacam i
dilihat oleh beberapa pengamat perbankan
sebapai hal wajar, karena nasabah saat ini
cukup kntis, jeli, serta memiliki pengeta-
huan yvang cukup berkaitan dengan kegiatan
bank di tanah air.

Penpalihan (migrasi) dana nasabah
bank ke investasi non hank dalam bentuk
ORL SUN dan instrumen reksadana meru-
pakan sualu kenyataan yang tak dapat kita
hindarkan, dan tindakan seperti itu dalam
aktifitas perbankan sah-sah saja. Nasabah .
sudah mengerti dan sermakin lebih hati-hati
dalam menempatkan‘menyimpan dananya.
Akan lctapi yang jelas dengan adanya -
grasi seperti itu, justru merupakan tantangan
bagi bank untuk bersikap professional, me-
mingkatkan dan menjaga kinerjanya, tetap
menjaga kepercayaan masyarakat, memberni-
kan pelayanan pada nasabah secara optimal.
Yang jelas, hatmonisasi anlara masyarakat,
bank, LFS, serta lembaga non bank lainnya
letap harus dipelihara, serta membawa man-
faat agar stabilitas moneter melalul stabilitas
sistem perbankan dapat dipelihara denpan
baik guna meningkatkan pertumbuhan per-
ekonomian nasional,
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